BUPATI TAPIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI TAPIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5052);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5281);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Nomor 1455 K/40/MEM/2000 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas
Pemerintahan Di Bidang Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri,
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk
Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang
Tenaga Listrik;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin,;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

KETENAGALISTRIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Tapin.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Tapin.
Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Tapin.

Kabupaten adalah Kabupaten Tapin

Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu
jabatan.

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut
penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha
penunjang tenaga listrik.

Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dan
dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala
macam keperluan tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai
untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.

Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik
meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan
tenaga listrik kepada konsumen.

Pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga
listrik.

Tansmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari
pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen atau
penyaluran tenaga listrik antar sistem.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang
bertegangan kerja di atas 35.000 volt.

Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari
sistem transmisi atau dari pembangkit ke konsumen.

Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga
listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan
tenaga listrik kepada konsumen.

Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana
pengembangan sistem penyediaan tenaga llistrik yang meliputi
bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik
yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.

Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk
melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum.

Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan sendiri.

Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha yang
meliputi Konsultasi yang berhubungan penyediaan dan
pemanfaatan tenaga listrik, pembangunan dan pemasangan
peralatan ketenagalistrikan, pemeliharaan peralatan
ketenagalistrikan.

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri
yang selanjutnya disebut UKS adalah usaha pembangkitan,
transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan
kegunaan bagi kepentingan sendiri.

Uji Laik Operasi adalah pengujian yang dilakukan untuk
melindungi keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan
instalasi, terpenuhi standarisasi, kelestarian fungsi lingkungan,
kelayakan ekonomi dan kelaikan teknis.

Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang
dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri
tenaga listrik yang diperlukan.

Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang
dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin
keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang
dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan
tenaga llistrik dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan
(PKUK) atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk
Kepentingan Umum.

Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang
dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk
dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-
pindahkan (jenis portable).



27.

28.

29.

30.

(1)

(2)

Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah
sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan
tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan
atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman,
dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.

Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang
hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda
lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut
digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan
ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan
hak atas tanah.

Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang
berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas :
a. manfaat;

b. efisiensi berkeadilan;

c. berkelanjutan;

d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya
energi;

mengandalkan pada kemampuan sendiri;
kaidah usaha yang sehat;

keamanan dan keselamatan;

5ot

. kelestarian fungsi lingkungan; dan

otonomi daerah.

[y

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin
ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas
yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata
serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.



